
BUPATI SAMBAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLIT1K 
DI KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pea.sad 34 ayat (4) Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Noror 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu 
menetapkan Peraturan Bu pati tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Parta Politik di Kabupaten Sambas 

Mengingat 1 Udang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat LI di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9] sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nonor 18201; 

2. Undang­Undang Nomor 2 Tahu 2008 tentang Partai Politik 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noor 2, 
Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 
sebagairmana tela.h diubah dengan Undang­Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 51894; 

3. Undang­Undang iNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakila Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Derrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 5316]; 

4. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 204 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bahan Kedua 
Atas Undang­Undang Noror 23 Tahu 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20I5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 

5. Peraturan Pererintah Noor 58 Tahu 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tur 
2005 Normor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578 



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahu 2012 
tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentarg Bantu.an keuangan Kepada Partai Politik, 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2012 Noor 195, 
Tanbahan Lebaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5351 J; 

7Peraturan Daerah Kabu paten Sambas Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik di Kabupaten 
Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Thun 2006 
Nomor 10; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 
Tentang Pokok-Pokoke Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4); 

MEMU'TUSKAN 

Menetapkan · PERAT'URAN BUPATT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA 
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SAMBAS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bu pati imi yang dimaksud dengan 
I Pererintah Daera.h adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

se bagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
2 Bupati adalah Bupati Sambas 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sambas 

4, Komisi Perilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PUD 
adalah Komisi Perihihan Umum Daerah Kabu paten Sambas 

5. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompoke Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela 
at.as dasar peaa.an kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan kepentingan aggota, masyarakat, bangsa, dan 
Negara melalui Permihihan Unum. 

• Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h yang dibenikan 
secara Proposional kepada Pata Politik yang mendapatkan kursi 
di DPRD Kabupaten Sambas yang perhitungannya berdasarkan 
umla.h perolehan suara 

8. Dewan Pipinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut 
ppp adalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang 
ditetapkan berdasaran has keputusan Musyarwaura.h Nasional/ 
Kongres/ Muktamar atau sebutan lainnya yang sejenisnya yang 
telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

9. Dewan Pi pinan Daera.h Partai Politik dan Dewan Pirpinan 
Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD, DPC atau 
sebutan lainnya adalah pengrus Partai Politik di Kabupaten 
Sambas yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan 
Muyawaura.h Daera.h dan Musyawarah Ca bang atau sebutan 
lainya yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan 
Musyawarah Daera.h dan Musyawarah Ca bang atau sebutan 
lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partaf 
Politik. 



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sambas 

1t Verifikasi adala.h kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap 
proposal bantuan keuangan tahuan berjalan dan apora 
pertanggungiawaban Bantuan Kean$an Part Politike Politi\e 
tahun sebelurnya 

2. Tim Verifikasi adalah unsur Satuan Kerja Peranglat Daerah yang 
melakukan tugas verifikasi 

BAB II 
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasad 2 

(I) Bantuan keuangan yang bersumber da A9D biberikan kepada 
Partai Politik di Kabupaten Sambas 

(2) Bantuan keuangan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (I 
diberikan secara proporsioral yang penghitungannya 
berdasarkan fumlah perolehan suara 

(I Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik 
sebagaimnan.a dimaksud dalam Pesa] 2 penghitungannya 
berdasarkan pada jumlah perolehan suara hail Perilu DPRD 

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (l) didasarkan pada hasil penghitungan 
uara secara nasional yang ditetaplan ole.h Komisi Pemihihan 
Umum Daerah 

(l Penentuan besamnya nilai barntuan per suara hasil Pemilu DP'RD 
Kabupaten Sambas sebagairmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan 
keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan 
Jumlah perolehan suara hasil Permilu DP'RD bagi Partai Politik 
yang mendapatkan kurs periode se belurya 

(2) Jumlah banruan keuangan kepada Partai Politik dari AP'BD 
dalam tahun anggaran berkenaan sama dengaun nilai banfuan per 
suara hasil Perilu DPRD ebegaimana dimaksud pada ayat (lJ 
dikahikan dengan jumlah perolehan suara hasil Peril DPRD 
periode berkenaan. 

BAB III 
PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 
Pergajuan Bantuan Keuangan 

(l) Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada 
Pererintah Daera.h untuk menyalurkan dana bantuan keuangan 
ke rekening kas umum Partai Politike 

(2] Permohonan bantuan keuangan sebagaiman.a dimaksud pada 
ayat (I diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat 
Kabu paten Sambas kepada Bu pati. 



(3 Permohonan tertuhis sebagairman.a dima.ksud pada ayat (l 
ditandatangai oleh Ketua da Sekretaris ata se butan lain bag 
DPD Partai Politik tingkat abupaten Sambas 

(I) Pengajuan permohonan bantuan keuangan 
dimaksud dalam Pasal S dilengkapi dengan 
administrasi sebagai berikeut 
a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil 

KPUD; 
b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah; 
c. rekening kas umum Partai Politik; 
d. Noror Pokokx Wa.jib Pajak (NPWP Partai Politik; 
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan 

dan 

se bag.au.man.a 
persyaratan 

Pemilu oleh 

Partai Politik; 

f laporan realisasi penerimaan dan penggnaan bantuan 
keuangan tahun anggaran sebelumnya 

(2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan 
persyaratan administrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (lJ 

(3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaiman.a dimaksud 
pada ayat (2, Bupati membentuk tim verifikasi. 

() Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam berita acara 

Bagian Kedua 
Penyaluran Bantuan Keuangan 

Penyaluran beantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik 
tingkat Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh Bu pati. 

BAB IV 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

(l Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana 
penunjang kegatan pendidikan politik dan operasional 
seckretariat Partai Pobtike 

[2 Bantuaun keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bera.sad 
dari APBD 

[3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk 
melaksanakan pendidikan politik bagi angiota Partai Politik dan 
masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen) 

(l)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (I) bertujuan untuk 
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyaura.k.at 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsea, dan bernegara, 
b. meningkatkan partisipasi politik dan irisiatif masyarak.at 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
dan 



c. meningkatkan kemandirian, edewasaan, dan membangun 
karakter bangsa dalam rangka memehihara persatuan dan 
kesatuan bang.a 

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berkaitan 
dengan kegiatan: 
• pendalaman mengenai 4 (empat} pilar berbangs«a dan 

bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal lka, 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

b. perahaman mergenai hak dan kewajiban wanga negara 
Indonesia dalam membagun etika dan budaya politik; dan 

c. pengkaderan anggota Pata Politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan. 

(3) Kegiatan pendidikan politik sebag#imana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan 
gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai 
dengan Pacas~la 

Pasal 10 

Kegiatan operasional sekretariat see bagaiana dirak sud dalam Pasal 
berkaitan dengan: 
a. administrasi umum; 
b. langganan daya dan jasa; 
c. pemeliharaan data dan arsip; dan 
d. pemeliharaan perala tan kantor 

Pasad IL 

Administrasi Urum sebagaimana diaksud Peal 10 huruf a adalah: 
a. sennar; 
b. lokakarya; 
c. dialog interaktif; dan 
d. works.hop 

Pasal 12 

Laggan.an daya dan jasa sebeagaimana dimaksud Pasad 10 huruf b 
adalah: 
a. telepon; 
b. listrike; 
c. air minum; 
d. jasa pos; 
e. giro; dan 
f surat menyurat 

BAB V 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

(l) Partad Politik wajib membuat laporan pertanggungiawaban 
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari 
dana bantuan APBD 

(2 Untuk membuat laporan pertarggungawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), Partai Politik wajib melaksanakan 
pembukuan dan memehihara bukti penerimaan dan pengeluaran 
atas dana bantuan keuangan. 



Pasad I4 

(I Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertang8ungiawa ban 
penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber 
dari dana APBD kepada BPK Per wakilan Kalimantan Barat secaura 
berkeala I (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat I 
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakchir 

(2] Pereriksaan atas laporan pertanggungiawaban penerimaan dan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sudah selesai 
dilakukan oleh BPK Perwakila Kalimantan Barat paling lama 3 
(tiga] bulan setelah tahun anggaran berakhir 

(3) BPK Perwakilan Kalima.tan Barat menampaikan hasil 
pemeriksaan atas laporan pertanggungiawaban penerimaan dan 
pengeluaran sebagaimaa dima.ksud pada ayat (2 kepada Partai 
potitik paling lama I (satu) bula setelah pemeriksaan selegal 
dilakukan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan 
oleh Partai Politik kepada Bp sebagairman.a dimaksud pada ayat 
(l) dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh 
BP pewakilan Kalimatan Barat kepada Partai Politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diatur dengan peraturan 
BPK. 

Pasal I5 

Patai Politik wajib menyam paikaen laporan pertanggungiawaban 
peneriraan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana 
bantuan A9ED secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada 
Pererintah Daerah Kabupaten Sambas setelah dipeniksa oleh BPK 
Perwakilan Kalimantan Barat sebagaiman.a dimaksud dalam Pasad 
I4 

I) Laporan pertangungiawaban sebagaimana dimaksud dalam 
Pesa] 15 disampaikan kepada Bu pati oleh Partai Politik tingkeat 
Daerah 

(2] Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l] disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah diperiksa 
BPK Kalimantan Barat 

Pasal 17 

La poran pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 
6 terbuka untuk diketahui masyaraleat 

Part Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimake.sud 
dalam Pesa] 14 dikenadi sank.si administratif berupa penghentian 
bantuan keuangan APBD sarpa laporan diterima oleh Pemerintah 
Daerah dalarm tahuan angaran berkenaan 



Pasal 19 

Pedoman tata cara penghitungan, pengaggaran dalam APED 
pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungiawaban 
penggunaan bantuan keuangan Partee Politik diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati Sambas 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Bu pati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Sambas Noror 3 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 3] dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengudangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabu paten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada targgal 24 September 2016 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 24 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

JAMIAT AKADOL 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 24 

Sainan Sesuai Dengan Aslina 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PERUN! +ANGAN-UNI (GAN 

MARIANS 
bina (IV/a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 


